~ PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
1| DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Damams Sz Na 02 Tan 0T34 s0enen 22 Eoma] - dxSiossian=r Sreh ¥ Wehsis - e fie ;
s Pamong Praz No “hel . LDSEoeaZnsnTTEN00 05 02 Wiehsits - R OSTe-cezizazn o

.
[
]
{
1
s
[
0
0
v
.
[
1
]
]
1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : KPTS. 420.1/DISDIK/2013/86.1

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN 2 KEBUN NILO
DESA TELAYAP KECAMATAN PELALAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Membaca : 1. Permohonan Ketua Yayasan Tunas Harapan Kebun Nilo PT Adie
Desa  Telayap Kecamatan Pelalawan Nomor: 01/TKH-
2YTHKN/I2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Permohonan Izin
Operasional Taman Kanak-Kanak Harapan 2 Kebun Nilo.

Hasll verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tanggal
26 Apnl 2015.

Menimbang : a  bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten
Pelalawan Tanggal 26 April 2013 Taman Kanak-Kanak pada angka 1
di atas memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Opersional Sekolah.

b.  bahwa untuk Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Harapan 2
Kebun Nilo Desa Telayap Kecamatan Pelalawan perlu ditetapkan
dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dazerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
25);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1646);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

D

*  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ;e:ﬁng
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T l{:
| 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang
| Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Unda;fx;lcri.umh
womor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan i



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

A

2004 tentang Perubahan
Menjadi Undang-Undang (
Tahun 2005 Nomor 108,
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Republik Indonesia No
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Re

Nomor 157, Tambahan Lembaran Neg;
4586);

Undang-Undnng Pemerintah Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik

mor 14 Tahun 2005 tentang
publik Indonesia Tahun 2005
ara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);

10.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:
060/L/2602 Tabun 2002 tentang Pendirian Sekolah:

I1.  Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan
Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan Nomor 5);

12. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS. 821. 2/BKD/2011/304,
tanggal 20 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Perpindahan PNS
dalam Jabatan dan Struktur Eselon II, Il dan IV dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN:

Memberi 1zin Operasional Sekolah Kepada:

1. Nama TK : Taman Kanak-Kanak
Harapan 2 Kebun Nilo
2. Penyelenggara : Yayasan Tunas Harapan Kebun Nilo
3. Penanggung Jawab : Ir. R. A. Nasution
4. Alamat : Komplek PT. Adie
Desa Telayap
Kecamatan Pelalawan
Kabupaten Pelalawan

- tu, Pihak
Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam DK nak.é::aaku, wajib
Penyelenggara dalam penyelenggaraan Taman ang berlaku.
mematuhi Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan ¥

, bali apabila
1zin Operasional Taman Kanak-Kanak ini dapat dl;:zrtpiil;clcnaga’m
dikemudian harj ternyata pihak penyelenggara d



KEEMPAT

Taman Kanak-Kanak tidak mematuhi Peraturan Perundang-Undangan dan

ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Yth.:

N L s L~

Bupati Pelalawan.
Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 13 Mei 2013

N MDIR1I }&//Ls Pd., M. Pd

N\& PembinaTirpkat |
\\‘,P\m;h 630626 198410 1 001

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan.
Camat Pelalawan di Pelalawan.

Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pelalawan di Pelalawan.

Arsip,
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PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN

PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERWJINAN TERPAD

NOMOR : 137/BPMP2T/IMB/2014/57
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menéta‘;ib;a n
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

- 1. Sural Permohonan dari Sdr RIZA ADAMI NASUTION tanggal 30 Mei 2014 untuk
mendapatkan 1zin Mondirtkan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunarn. .
2. Benta Acarn Pemeriksaan dari Ilm‘un Penanaman ‘Modal dan Pelayanan Perijinan
Torpadu No. SIBAP-IMBNVIZ2014 TnnEu;:l 3 Juni 2014
fa, Bahwa untuk mencapal tortib pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan
pongendalian sesual dongan Rencona Umum Tata tuing Kota, maka untuk
mondinkan, morubah, membongkar bangunan diperiukan lzin dari Kepala Badan
Penanaman Modal Dan Poln?nman Perijinan Terpadu,
b. Bahwa permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan telah sesual dengan
ketontuan yang berloku. b
C e, Bahwa untuk moksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perljinan Terpadu.
< 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonati) stablal Tahun 1926 Nomor 226 yang
dirubah dongan Stablat Tahun 1949 Nomor 14 dan 450
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
3. Undang undang Nomor 32 Tahan 2004
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
8. Keputusan Monleri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2010
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2012
11. Peraluran Bupali Pelalawan Nomor 23 Tahun 2014
12, Keputusan Bupali Pelalawan Nomor KPTS.821 .2/BKD/2013/674

MEMUTUSKAN
: Memberikan 1zin kepada |
Nama . RIZA ADAMI NASUTION
No KTP : 1405030707610001
Pekeijaan : Karyawan Swasta
Alamat . JI. Duyung, Perum Villa Putri Duyung Blok G No.10,
Kota Pekanbaru
Berlindak Alas Nama : PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY
Jabatan : Humas
Untuk Mendirikan Bangunan - Pabrik dan Fasilitas Pendukung Perusahaan

Diatas sebidang tanah kepunyaan/dikuasal kepada gargj bersangkutan tercatat dengan
Surat Tanah/Sertifikal Hak Guna Usaha (HGU) No,05.05.14.2.00001 Tanggal 25 Januari
1994 Terlolak di .

Alamat : Deso Telayap
Kelurahan : Pelalawan
Kecamatan : Pelalawan

Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

. Surat lzin Ini dicabut kembali, apabila Pengusaha/Pemegang Izin tidak mentaati |
ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan melanggar Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.
: Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 16 Juni 2014




